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PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 424 / 07 / 2021

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR NAMA GURU SWASTA PENERIMA HONORARIUM
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2021 PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal
9 ayat (7) Peraturan Bupati Kudus Nomor 55 Tahun
2019 tentang Pemberian Honorarium Peningkatan
Kesejahteraan bagi Guru Swasta di Kabupaten
Kudus, perlu menetapkan daftar nama guru swasta
penerima honorarium berdasarkan hasil inventarisasi
data dan verifikasi kelengkapan persyaratan;

b. bahwa berdasarkan inventarisasi yang dilaksanakan
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Daerah Kabupaten Kudus dan Berita Acara Tim
Verifikasi Calon Penerima Honorarium Peningkatan
Kesejahteraan bagi Guru Swasta di Kabupaten Kudus
tanggal 13 Januari 2021 Nomor 090.1/13/04.02,
guru swasta calon penerima honorarium telah
memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Nama
Guru Swasta Penerima Honorarium Peningkatan
Kesejahteraan yang Dialokasikan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus
Tahun Anggaran 2021 pada Bagian Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang
Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4769);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
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Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang
Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6058);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan  Penyelenggaraan  Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
310);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor S5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi bagi Guru
dalam Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 220);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun
2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 99);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun
2013 tentang Madrasah Diniyah  Takmiliyah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten



Kudus Nomor 169);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020
Nomor 19);

18. Peraturan Bupati Kudus Nomor 34 Tahun 2018
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten
Kudus Tahun 2018 Nomor 35);

19. Peraturan Bupati Kudus Nomor 55 Tahun 2019
tentang Pemberian Honorarium Peningkatan
Kesejahteraan bagi Guru Swasta di Kabupaten Kudus
(Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019
Nomor 35);

20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 72 Tahun 2020
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran
2021 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020
Nomor 72);

Memperhatikan : Berita Acara Tim Verifikasi Calon Penerima Honorarium
Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Swasta di Kabupaten
Kudus tanggal 13 Januari 2021 Nomor 090.1/13/04.02;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan

KESATU : Daftar Nama Guru Swasta Penerima Honorarium
Peningkatan Kesejahteraan yang Dialokasikan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kudus Tahun Anggaran 2021 pada Bagian Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Honorarium sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
diberikan kepada 6.861 (enam ribu delapan ratus enam
puluh satu) guru swasta dengan total anggaran sebesar
Rp 37.235.400.000,00 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus
tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).

KETIGA : Guru Swasta Penerima Honorarium sebagaimana
dimaksud Diktum KESATU wajib membuat laporan
pembelajaran sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

KEEMPAT : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Kabupaten Kudus bertanggung jawab penuh atas
pelaksanaan dan penyaluran Honorarium Peningkatan
Kesejahteraan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran
2021.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 21 Januari 2021
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Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;

2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kudus yang terkait;

3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus.
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